SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN

Menimbang

Mengingat

DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal
7 ayat (5), Pasal 11 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain

dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomior 5587) sebagaimana
telalh beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua



Menetapkan :

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tenténg
Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA
CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN
DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain yang selanjutnya
disebut KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan
oleh Daerah dengan Daerah lain dalam rangka
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat
dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang
selanjutnya disebut KSDPK adalah usaha bersama yang
dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam
rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah, untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan percepatan pementuhan
pelayanan publik.

Kerja Sama Wajib adalah Kerja Sama Daerah dengan

Daerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih



10.

11.

12.

Daerah yang berbatasan, untuk penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas Daerah
dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika
dikelola bersama.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya
dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara
Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
Pemetaan adalah penyusunan data potensi mengenai hal-
hal yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan.
Gubernur adalah kepala daerah provinsi sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang
memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah Otonom Provinsi.
Bupati/Wali Kota adalah kepala daerah kabupaten/kota
sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota yang memimpin pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom
Kabupaten/Kota.

Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Wali Kota.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala
Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Sekretariat Kerja Sama adalah lembaga di luar Perangkat
Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan Kerja Sama
Wajib yang dilaksanakan oleh Daerah dengan Daerah
lain.

Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama
anfara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah
dengan Pihak Ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinva

bersifat umum.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

BEN

Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS
adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan
Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang
memuat hak dan kewajiban.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan Urusan Pemerintahan vyang menjadi
kewenangan daerah otcnom.

Tim Koordinasi Keria Sama Daerah yang selanjutnya
disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala
Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam
menyiapkan kerja sama Daerah.

Pihak Ketiga adalah Perseorangan, badan usaha yang
berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan,
baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan
hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Sineyrgi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan
yang selanjutnya disebut Sinergi adalah pembagian peran
dan tanggungjawab antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah ~ Daerah  untuk  memastikan  bahwa
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai
dengari ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dokumen Kesepakatan Sinergi yang se].anjyi,‘it:—ny'a;d.isebut
NotaKesépakatan adalah Dokumen yang berisi substansi
pokok. bérilpa tugas dan tanggungjawab Perherintah
Pu”séht dan Permerintah Daerah yang bersifat mengikat.
Menterj.‘ adalalhh Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan dalam negeri.
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Pasal 2
Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:
a. KSDD;
b. KSDPK;
c. Naskah Kerja Sama;
d. Kelembagaan Kerja Sama Daerah; dan
e. Dukungan Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah.

BAB II
KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

(1) KSDD terdiri atas:

a. Kerja Sama Wajib; dan

b. Kerja Sama Sukarela.

(2) Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
buruf a meliputi:

a. kerja sama daerah kabupaten/kota dengan daerah
kabupaten/kota lain yang berbatasan dalam satu
wilayah Provinsi;

b. kerja sama daerah kabupatern/kota dengan daerah
kabupaten, kota lain yang berbatasan di Provinsi yang
berbeda;

c. kerja sama daerah provinsi dengan daerah provinsi
lain yang berbatasan; dan

d. kerja sama daerah kabupaten/kota yang berbatasan
clérlgarl daerah provinsi dalam satu wilayah Provinsi.

(3) Kerja Sama Sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b berupa kerja sama 'yéhg dil.aksénakan oleh 2
(dua) atau lé'bi.h Daerah yang berbatasan atau tidak
berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun

dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan
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dengan bekerja sama.
Bagian Kedua

Objek Kerjasama

Pasal 4
Urusan Pemerintahan yang menjadi Objek KSDD terdiri
tas:
a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan
Pelayanan Dasar, meliputi:
1. pendidikan;
2. kesehatan;
pekerjaan umum dan penataan ruang;

3
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

5. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan
masyarakat; dan
6. sosial.

b. Urusan Pemerintahan Wajib vyang tidak berkaitan

dengan Pelayanan Dasar, meliputi:

1. tenaga kerja;

2. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
3. pangan;

4. pertanahan;

5. lingkungan hidup;

6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. vpemberdayaan niasyarakat dan Desa,;

8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. perhubungan;

10. komunikasi dan informéhtika;

11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;

12. penanaman modal,

13. kepemudaan dan olah raga;

14. Sta_tiStik;

15, pérsandié.n ;

16. kebudayaan;

17. perpustakaan: dan

18. kearsipan.
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c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:
1. kelautan dan perikanan;

pariwisata;

pertanian;

kehutanan,

energi dan sumber daya mineral,

perdagangan;

N A e N

perindustrian; dan

8. transmigrasi.
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan

percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Bagian Ketiga

Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan

Pasal 5
Daerah yang menyelenggarakan Kerja Sama Wajib
Sebagai.mana_ dimaksud dalam Pasal 3 ayat (i) huruf a
melakukan Identifikasi dan Pemetaan Urusan
Pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan
potensi dan karakteristik Daerah.
Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang
akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada avat
(1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah vyang
membidangi kerja sama bersama dengan Perangkat
Daerah vang membidangi perencénaan.
Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang
akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dibuat dalam daftar rencana Program dan Kegiatan
untuk setiap Urusan Pemeriatahan yang akan
dikerjasamakan per tahun, sesuai dengan:
a. jangka waktu kerja sama; dan '
b. skala  prioritas yang ditentukan  berdasarkan

perencanaan KSDD.



Daftar rencana Progran": dan Kegiatan untuk setiap

Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas oleh

Pemerintah Daerah yang berbatasan, dalam:

a. forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah
provinsi atau rapat koordinasi teknis di provinsi yang
dikoordinasikan oléh Perangkat Daerah yang
membidangi perencanaan bersama dengan Perangkat
Daerah yang membidangi kerja sama di provinsi,
untuk KSDD yang dilakukan oleh antardaerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau

b. forum  musyawarah perencanaan 'pembangunan
nasional atau koordinasi teknis di ‘tingkat nasional
yang difasilitasi oleh Kementerian untuk KSDD yang
dilakukan oleh antardaerah provinsi, antara daerah
provinsi dan  daerah  kabupaten/kota  dalam
wilayahnya, antara daerah provinsi dan daerah
kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda, dan
antardaerah kabupaten/kota dari daerah provinsi yang
berbeda.

Dalam hal rencana KSDD sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) kuruf b belum dibahas dalam forum musyawarah

perencanaan pembangunan nasional atau koordinasi
teknis di tingkat mnasional vang difasilitasi oleh
kementerian, pembahasan mengenai rencana kerja sama
dapat dibahas dalam forum musyawarah perencanaan
pembangunan Daerah Provinsi vang memprakarsai

KSDD.

Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan vang

telah disepakati untuk dikerjasémakan sebagaifnahé

dimaksud pada ayat {4), dituan.gkan dalam Berita Acara

dan ditandatangani oleh Kepala Daerah.
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Bagian Keempat

Tahapan Kerja Sama

Pasal 6

Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan:

o

© oo

bl

-

[SNreN

persiapan;

penawaran;

penyusunan Kesepakatan Bersama,
penandatanganan Kesepakatan Bersama,;
persetujuan DPRD;

penyusunan PKS;

penandatanganan PKS;

pelaksanaan;

pénatausahaan; dan

pelaporan.

Pasal 7

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a
dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD
dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berkaitan
dengan bidang KSDD.
Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), paling sedikit memuat:

latar belakang;

maksud dan tujuar;
c. lokasi KSDD;
d. ruajng lingkup;
e. jangka waktu;
f.  manfaat;
g. anelisis dampak sosial dan lingkungan sesuai bidang

yang dikerjasamakan; dan
h. pembiayaan. |
Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD menvampaikan
kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), kepada TKKSD.
TKEKSD melakukan pengkajian atau telaahan terhadap
usulan rencana KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), dengan pertimbangan:
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a. kesesuaian rencana KSDD dengan Rencana
Pembangunan J angka. Menengah Daerah dan rencana
strategis sektor terkait;

b. kesesuaian lokasi Program/Kegiatan dengan Rencana
Tata Ruang Wilayah;

keterkaitan antarsektor dan antarwilayah;

a o

kelayakan biaya dan manfaatnya; dan

e. dampak terhadap pembangunan Daerah.

Hasil kajian atau telaahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah
Pemrakarsa KSDD.

Pasal 8
Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf
b dilakukan oleh TKKSD dengan menyiapkan surat
penawaran rencana KSDD yang diprakarsai oleh Daerah.
Surat penawaran rencana KSDD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan
disampaikan kepada Kepala Daerah calon mitra KSDD,
dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
Kepala Daerah calon mitra KSDD yang menerima surat
penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
memberikan tanggapan atas penawaran dalam waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat
penawaran diterima. |
Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat
penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
ada tanggapan terhadap penawaran kerja sama yang
disampaikan, Kepala Daerah pemrakarsa kerja sama
menyampaikan permintaan tanggapan kedua kepada
Kepa“ia Daerah calon mitra KSDD.
Apabila dalam jangika waktu 15 (lima belas) haii sejak
permintaan tanggapan kedua sebagaimana dimaksud
psida ayat (4) Kepala Daerah calon mitra tetap tidak
memberikan tanggapan maka:
a. Gubernur permrakarsa kerja sarna melaporkan kepada

Menteri; dan



b..Bupati/ Wali Kota pemrakarsa kerja sama melaporkan
:kepada Gubernur sebégai wakil Pemerintah Pusat;

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
ditindaklanjuti oleh Menteri dan Gubernur untuk
memerintahkan Kepala Daerah calon mitra memberikan
tanggapan penawaran kerja sama; dan

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai
bahan pembinaan untuk terselenggaranya Kerja Sama
Wajib.

Pasal 9

Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah Pemrakarss. KSDD dalam hal
penawaran KSDD diterima. |

Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD,
untuk selanjutnva dibahas bersama-sama dengan
melibatkan pihak terkait. |
Jangka waktu Kesepakatan Bersama KSDD paling lama 5
(lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan

para pihak.

Pasal 10

Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD yang telah
disepakati bersama oleh para pihak, selanjuthya
dilékuka_n penandatanganan Kesepakatan Bersama
sebaga.irnaha dimaksud dalam Pasal 6 huruf d.
Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dﬂakukan olehh Kepala Daerah pemrakarsa dan Kepala
Daerah mitra KSDD.

Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana

~

dimaksud pada ayat (2 dibuat rangkap sesnai dengan

jumlah para pihak yang melakukan Kesepakatan

Berseir._ria ditambah | (satu) eksemplér fotokopi dokumen
naskah KSDD untuk Biro atau Bagian vang membidangi

kerje saraa selaku Sekretariat TKKSD.
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Pasal 11

Dalam hal rencana KSDD:
a. membebani masyarakat dan daerah; dan/atau
b. pendanaan KSDD belum dianggarkan dalam anggaran

pendapatan belanja daerah tahun anggaran berjalan,
Penyelenggaraan KSDD memerlukan Persetujuan DPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e.
Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
difasilitasi oleh Perangkat Daerah vang membidangi kerja

sama.

Pasal 12

Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal

11 c{ilakukan melalui tahapan:

a. Kepala Daerah menyampaikan surat permohonan
persetujuan DPRD kepada pimpinan DPRD disertai
dengan Kesepakatan Bersama  yang telah
ditandatangani dan ranéangan PKS;

b. Pimpinan DPRD menjawab surat permohonan Kepala
Daerah paling lama 15 (lima belas} hari sejak surat
diterima untuk mengkaji rancangan PKS oleh Komisi
DPRD yang membidangi kerja sama daerah;

c. Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Kepala
Daerah disertai dengan hasil kajian rancangan PKS;

d. Kepala Daerah menindaklanjuti surat pimpinan DPRD
atas hasil kajian rancangan PKS paling lama 15 (lima
belas) hari dan menyampaikan kembali kepada
pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan;

e. Pimpinan DPRD memberikan persetujuan paling lama
15 (lima belasj hari seiak diterima surat dari I{épaia
Daerah; dan

f. Dalam hal jangka waktu sebagairnana dimaksud dalam
huruf e, Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama
Daerah belum memberikan persétl_ljuan, permchonan
tersebut dianggap telah memperoleh Persetujuan

DPRD.
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Dalam hal tidak terdapat komisi DPRD yang membidangi
kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, pimpinan DPRD menetapkan alat kelengkapan
untuk melakukan pengkajian rancangan PKS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Persetujuan  DPRD terhadap- rancangan PKS

“ditandatangani oleh pimpinan DPRD.

Dalam hai setelah jangka waktu 45 {empat puluh lima)
hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan

DPRD.

Pasal 13

Penyusunan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf { dilakukan oleh Peranglkat Daerah Pemrakarsa
Kerja Sama dalam bentuk rancangan PKS KSDD.

Dalam penyusunan rancangan PKS KSDD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat diminta bantuan
pakar/tenaga ahli.

Rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan kepada TKKSD, untuk selanjutnya
dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait.
Dalam hal rancangan PKS KSDD telah disepakati oleh
para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan

naskah PKS.

Pasal 14

FPenandatanganan PKS seba.gaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf g dilakukan oleh Kepala Daerah yang
beftiﬁdak untuk dan atas nama dacrah.

Kepala Daerah sebagaimana dimeksud pada ayat (i}
dapat meimberikan kuasa kepac‘ia kepala Perangkat
Daerah untuk menandatangani PKS.

Penernitan surat kuasa clelh  Perangkat Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditembuskan



kepada Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama
Daerah.

Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap sesuai dengan
jumlah para pihak yang melakukan PKS ditambah 1
(satu) eksemplar fotokopi dokumen naskah KSDD untuk
Sekretariat TKKSD.

Pasal 15
Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf
h, dilakukan oleh Para Pihak sesuai substansi yang
terdapat dalam PKS KSDD.
Para Pihak sesuai substansi yang terdapat dalam PKS
KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung
jawab atas pelaksanaan kerja sama. ’
Jika dalam pelaksanaan KSDD terdapat alasan yang kuat
dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, Kepala Daerah dapat melakukan
pérubahan atas materi PKS KSDD.
Perubahan atas materi PKS KSDD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat berupa _‘ mengurangi
dan/atau menambah/addendum rateri perjanjian. |
Perubahan atas materi PKS KSDD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Perangkat Daerah
Pemrakarsa Kerja Sama dan berkoordinasi dengan
TKKSD. |
Dalam hal materi perubahan mengakibatkan
penambahan pembebanan kepada masyarakat, harus

dimintakan persetujuan DPRD.

Pasal 16
Pevnatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
hﬁruf i dilakukan oleh TK_KSD‘ melalui  Fasilitasi
penyusunan, pembahasan dan  penandatanganan
dolcumen KSDD.
TKKSD menyimpan 1 (satu) eksempiar dokumen asii

naskah KSDD.
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Pasal 17 "
Pérangkat 'Dbaerah Pemrakarsa KSDD kabupaten/kota
menyampaikan kepada Bupati/Wali Kota mengenai
Pelaporah pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf j setiap semester.
Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD provinsi
menyampaikan kepada Gubernur mengenai Pelaporan
pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 huruf j setiap semester.
Bupati/Wali Kota dan Gubernur menyampaikan secara
berjenjang atas pelaporan Perangkat Daerah pemrakarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai
bahan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri dan
Gubernur.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), paling sedikit memuat:

judul KSDD;

o

b. bentuk naskah KSDD;

c. para pihak;

d. maksud dan tujuan;

e. objek;

f. jangké walktu;

g. permasalahan;

h. upaya penyelesaian permasalahan; dan

[

hal lainnya yang disepakati.

Bagian Kelima

Penyelesaian Perselisihan

Pasal 18
Jika terjadi perselisthan dalam penvelenggaraan KSDD.
Pemerintah Daerah mengupayakan penyelesaian
perselisinan secara musyawarah dan mufakat.
Dalam rnengupayakan penyelesaian perselisihan secara
musyawarsh dan mufakat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Perangkat Daerah yang melakukan KSDD
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menyiapkan keleﬁgkapan dokumen kerja sama yang
berkaitan dengan pelaksanaan kérja'sama.

Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil
musyawarah dan mufakat yang ditandatangani oleh
daerah yang melakukan KSDD.

Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilaporkan kepada Kepala Daerah yang
melakukan KSDD.

Pasal 19

Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian
perselisihan KSDD yang dilakukan oleh kabupaten/kota
dalam 1 (satu) provinsi, TKKSD kabupaten/kota
menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan
kepada TKKSD provinsi. |
TKKSD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melakukan penyelesaian perselisihan yang dituangkan
dalam  berita acara yang ditandatangani oleh
kabupaten/kota yang melakukan KSDD.

- Pasal 20
Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyeles&ian
perselisihan KSDD yarig dilakukarn oleh TKKSD Provinsi,
Gubernur sebagai Wakil  Pemerintah Pusat
menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan
kepada Menteri.
Menteri melakukan penjvelesaian perselisthan KSDD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi
dengan Kementerian/Lembaga Teknis yang terkait.
Hasil penyelesaian pefse}isihan sébagaimana, dimaksud
pddo aj;\fét (2} ditetapkan dengan Kepumsam Menter: yang

bersifat final dan mengikat daerah yang berselisih.

Pasal 21
Dalam hal tidax terjadi kesepakatan dalam penvelesaian
X j I y

perselisinan KSPD yang dilakukan oleh:
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a. kerja sarha antardaerah profrinsi; |

b. kerja sama antara daerah .pro.vinsi dan daerah
kabupaten/kota dalam wilayahnya;

c. kerja sama antara daerah provinsi dan daerah
kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda; dan

d. kerja sama antardaerah kabupaten/kota dari daerah
provinsi yang berbeda,

daerah yang berselisih menyampaikan permohonan

penyelesaian perselisihan KSDD kepada Menteri.

Menteri melakukan penyelesaian perselisihan KSDD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi

dengan Kementerian/Lembaga teknis yang terkait.

Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang

bersifat final dan mengikat daerah yang berselisih

Bagian Keenam

Pengambilalihan Urusan Pemerintahan yang Dikerjasamakan

Pasal 22

Dalam hal Kerja Sama Wajib antardaerah
kabupaten/kota di dalam 1 (satu) wilayah provinsi tidak
dilaksanakan oleh kabupaten/ koté, Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan,
pengawasan dan evaluasi terhadap Daerah
kabupaten/kota yang bersangkutan. '

Dalam hal pembinaan, pengawasan dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan,
daerah kabupaten/kota tetap tidak melaksanakan Kerja
Sama Wajib, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
menyampaikan permohonan persetijuan Menteri/Pimpinan
Lembaga Pemerintahan Nonkementerian terkait untuk
meiakukan  pengambilalihan  pelaksanaan  Urusan
Pemerintahan yvang dikerjasamakan.

Gubernur sebagai Wakii Pemerintah Pusat melimpahkan
pelaksanaan Urusan Pemerintahan jy;allg dikerjasamakan

kepada Perangkat Daerah Provinsi sesuail dengan bidang



(2)

tugasnya  setelah  mendapatkan  persetujuan  dari
Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintahan Nonkementerian

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 23
Dalam hal Kerja Sama Wajib yang dilakukan oleh:
a. kerja sama antardaerah provinsi;
b. kerja sama antara daerah provinsi dan daerah
kabupaten/kota dalam wilayahnya,;
c. kerja sama antara daerah provinsi dan daerah
kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda; dan
d. kerja sama antardaerah kabupaten/kota dari daerah
provinsi yang berbeda,
Menteri melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi
terhadap Daerah dimaksud.
Menteri dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan
evaluasi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berloordinasi dengan Kementerian/Lembaga  Non
Kementerian terkait.
Dalam hal setelah dilakukan pembinaan, pengawasan
dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Daerah tidak meiaksanakan Kerjé Sama Wajib, Menteri
berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga Teknis
terkait untuk pengambilalihan pelaksanaan Urusan

Pemerintahan yang dikerjasamakan.

Bagian Ketujuh

Bantuan Pendanaar Kerja Sama Antardaerah

' Pasal 24
Kementerian/lembaga pernerintah nonkementerian dapat
memberikan bantuan dana kepada daerah untuk
melaksanakan Kerja Sama Wajib melalui  Anggaran
E?enciapatan dan Belanja Negara sesuai dengan
kemampuan keuangan Negara. |
Pemerintah  Daerah  dapat memberikan  bantuan

pendanaan kepada Daerah lainnya untuk melaksanakan
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Kerja Sama Wajib melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah pada Perangkat Daerah sesuai dengan
Urusan Pemerintahan yang dikerjasamakan.

Mekanisme pemberian bantuan dana kepada daerah
untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu

Studi Kelayakan

Pasal 25
Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari daerah, daerah
melakukan:
a. pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan
karakteristik daerah serta kebutuhan daerah; dan
b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a yang akan dikerjasamakan dibuat
dalam daftar rencana kerja sama setiap tahun dan

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 26

Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Pihak Ketiga,

KSDPK Larus memenuhi kriteria:

a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada
sektor yang bersangkutan;

b. layzk secara ekonomi dan finansial; dan

c. Pihak Ketiga yang 1:1’1(—:1"1gajukan prakarsa memiliki
kemampuan keuangan untuk mernbiayai
pelaksanaan keria sama.

Pihak Ketiga vang menjadi pemrakarsa harus menyusun

studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.
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Pasal 27

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat

(1) huruf b dan Pasal 26 ayat (2) paling sedikit memuat:

a
b.

eoo

5o oo

latar belakang;

dasar hukum;

maksud dan tujuan;

objek kerja sama;

kegiatan yang akan dilaksanakan;
jangka waktu;

analisis manfaat dan biaya; dan

kesimpulan dan rekomendasi.

Bagian Kedua

Tahapan Kerja Sama

Pasal 28

Penyelenggaraan KSDPK dilakukan melalui tahapan:

oo T P

®

R S

(SN

persiapan;

penawaran,;

penyusunan Kesepakatan Bersama;
penandatanganan Kesepakatan Bersama;
persetujuan DPRD;

penyusunan Kontrak atau PKS;
penandatanganan Kontrak atau PKS;
pelaksanaan;

penatausahaan; dan

pelapora

Pasal 29

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf
a dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK
dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan
hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan
dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
aya:t (2).

Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), paling sedikit memuat:
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N
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]

~latar belakang;

a.
b. maksud dan tujuan;
c. lokasi KSDPK;
d. ruang lingkup;

e. jangka waktu;

f. manfaat;

g. analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai
bidang yang dikerjasamakan; dan

h. bembiayaan.

Perangkat Daerah pemrakarsa KSDPK menyampaikan

kerangka acuan kerja Sebagaimanaj dimaksud pada ayat

(1) kepada TKKSD.

TKKSD melakukan pengkajian terhadap kerangka acuan

kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan

pertimbangan: "

a. kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana
Pembangunan Jangka Meniengah Daerah dan rencana
strategis sektor terkait;

b. kesesuaian lokasi Program /Kegiatan dengan Rencana

- Tata Ruang Wilayah;

c. keterkaitan antarsektor dan anta'rvvﬂayah;

d. kelayakén biaya dan manfaatnya; dan

e. dampak terhadap pembangunan Daerah.

Hasil kajian scbagaimana dimaksud pada ayat (4)

disanipaikan  kembali kepada Perangkat Daerah

Pemrakarsa KSDPK.

Pasal 30

Penawaran se bagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf
b dilakukan oleh TKKSD dengan menyampaikan surat
penawaran rencana KSDPK untuk vdi'tand.atangani Kepala
Deaerah.

S‘Lirat penawaran  rencana  XSDPK | yang  telah
ditandatangani Kepala Daerah disampaikan kepada
Pihak Ketiga calon mitra KSDPK dilengkapi dengan

kerengka acuan kerja.
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Dalam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi

syarat, TKKSD dapat melakukan pemilihan calon mitra

dengan mempertimbangkan:

a. bonafiditas;

b. pengalaman di bidang yang akan dikerjasamakan; dan

c. komitmen untuk imelaksanakan program/kegiatan
KSDPK.

Pasal 31

Penawaran KSDPK yang diajukan cleh Pihak Ketiga dikaji

oleh TKKSD dengan Perangkat Daerah/pihak terkait.

Pengkajian atas penawaran KSDPK sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan

paling sedikit:

a. kesesuaian  rencana KSDPK dengan  Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana
strategis sektor terkait;

b. kesesuaian lokasi program/ kegi'at.a‘n dengan Rencana
Tata Ruang Wilayah;

c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;

d. kela’yakan. biaya dan manfaatnya;

e. dampak terhadap pembangunan Daerah;

f. bonafiditas calon mitra KSDPK; |

g. pengalaman calon mitra KSDPK di bidang yang akan
dikerjasamakan; dan

h. komitmen calon mitra KSDPK untuk melaksanakan

program /kegiatan KSDPK.

Pasal 32

Penjmsunan Kesepakatan Bersama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 huruf ¢ dilakukan cleh TKKSD
yang dibahas dengan Pihak Ketiga.

Dalam hal rancangan Kesepakatan Bersama KSDPK telah
disepakati oleh Para Pihak, selaniutnya dilakukan
penaﬁd&tanganan naskah Kesepakatan Bersama.

Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 {lima) tahun dan

dapat ciperpanjang sesuai kesepakatan para pinak.
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Pasal 33

Penandatanganan naskah Kescpakatan Bersama sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 28 huruf d dilakukan oleh Kepala

Daerah dengan Pimpinan Pihak Ketiga.

Pasal 34
Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28 huruf e diberikan dalam hal rencana KSDPK yang
membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan
KSDPK belum dianggarkan dalam APBD tahun anggaran
berjalan. |
Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama
menylapkan Surat permohonan Persetujuan DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Surat 'permohonan Pefsetujuan DPRD Sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} harus melampirkan:
a. Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani;
b. rancangan PKS; dan J
c. profil perusahaan mitra kerja sama.
Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah
menyampaikan rencana KSDPK sebagaimana dimaksud
pada avat (1) kepada pimpinan DPRD untuk memperoleh
peréetuj‘uan dalam sidang paripurna.
Persetujuan DPRD dituangkan dalam surat pimpinan
DPRD. |
Dalam ha! éetelah jangka waktu 45 (empat puluh lima)
hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan

DPRD.

Fasal 35
Penyusunan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 huruf { dilakukarn cleh Perangkat Daerah

Pemrakarsa Kerja Sama.



Penyusunan kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pakar/tenaga
ahli.

Kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), disampaikan kepada TKKSD untuk dibahas
dengan Pihak Ketiga.

Kontrak -atau PKS KSDPK vyang telah disepakati

ditandatangani oleh para pihak.

Pasél 36

Penandatanganan kontrak atau PKS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 huruf g dilakukan oleh Kepala
Daerah dan pimpinan Pihak Ketiga.

Kepala Daerah dapat mendelegasikan penandatanganan
kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa atau
Pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa dari

Kepala Daerah.

Pasal 37
Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 28
huruf h dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang
diatur dalam kontrak atau PKS KSDPK.
Para pihak dapat melakukan bpe'rubahan atas materi
kentrak atau PKS KSDPK berdasarkan kesepakatan para
pihak.
Perubahan atas materi kontrak atau PKS KSDPK
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa
mengurangi dan/atau men_.ambéh /addena”um materi
kentrak atau PKS.
Materi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disiapkan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama
dan berkoordinasi dengan TKKSD.
Dalarn  hal materi perubahan menyebabkan atau
;;Ja.ei}gakiba.tka.n pcﬂambahan Apembebanan kepada
masyarakat dan daerah, perubahan ‘harus 111eﬂ.dapa_tkén

persetujuan DPRD.
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Pasal 38
Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
huruf i dilakukan oleh TKKSD melalui fasilitasi
penyusuhan, pembahasan dan  penandatanganan
dokumen KSDPK.
TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli
naskah KSDPK.

Pasal 39
FPerangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK kabupaten/kota
menyampaikan kepada Bupati/Wali Kota mengenai
Pelaporan pelaksanaan KSDPK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 huruf j setiap semester.
Perangkat Daerah  Pemrakarsa KSDPK  provinsi
menyampaikan kepada Gubernur mengenai Pelaporan
peleksanaan KSDPK sebagaimana dimaksud daiam Pasal
2& huruf j setiap semester.
Bupati/ Wali Kota dan Gubernur menyampaikan secara
berjenjaﬁg atas pelaporan Perangkat Daerah pemrakarsa
sebagairmana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
Pélaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai
bahan evtalluasi yang dilakukan oleh Menteri dan
Gubernur. |
Lapbran sebagaimana dimaksud pada ayat /1) dan ayat
(2}, paling sedikit memuat :
a. judul KSDPK;
b. bentuk naskah KSDPK;
c. ’pararpihak;
d. maksud dan tujuan;
e. objek; |
f.  jengka waktu:
g. permasalahan;
h. upaya penyelesaiar: permasalahan; dan

i. hal lainnya yang disepakat:.
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BAB IV
NASKAH KERJA SAMA

Pasal 40

Isi Naskah Kesepakatan Bersama dalam pelaksanaan
KSDD dan KSDPK terdiri atas:

a.
b.

o o

€.

komparisi;

para pihak dalam Kesepakatan Bersama;

. konsideran;

. isi Kesepakatan Bersama, paling sedikit memuat:

1. maksud dan tujuan;

2. objek Kesepakatan Bersama,;
3. ruang lingkup;

4. pelaksanaan;

5. jangka waktu;

€. surat-menyurat; dan

7. lain-lain.

penutup.

Format Naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana

dirnaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 41

Isi Naskah PKS dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK

terdiri atas:

a.
b.

o~
L

d.

komparisi;

para pihak;

. konsideran:

isi PKS, paling sedikit memuat:

1. maksud dan tujuan;

2. objek;

3. ruang ingkup;

4. pelaksanaan;

5. hak dan kewajiban para pihak;
6. pembiayaan;

7. jangka waktu;



8. penyelesaiaan perselisihan;

9. keédaan kahar; dan

10. pengz‘ikhiran kerja sama.
€. penutup.
Format Naskah PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 42
Isi Nota Kesepakatan dalam pelaksanaan Sinergi terdiri
atas:
komparisi;

a
b. para pihak dalam Nota Kesepakatan Sinergi;

o

premis/ recital,

o

konsideran;
e. Nota Kesepakatan, paling kurang memuat:
1. latar beiakang;

2. maksud dan tujuan;

w

lokasi Sinergi;

objek Sinergi;

N

ruang lingkup;
tugas dan tanggungjawab;
pelaksanaan;

jangka waktu;

L o N o U

pembiayaan; dan

10. lain-lain.
f. penutup.
Format Naskah Nota Kesepakatan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran veng merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini

Pasal 43
Naskah Kesepakatan Bersama KSDD ditandatangan: cleh
Kepala Daerah dan mencantumkan Lambang Garuda

pada bagian atas.



Naskah PKS KSDD ditandatangani oleh Pejabat yang
diberikan  kuasa  oleh  Kepala  Daerah  untuk
menandatangani dan mencantumkan lambang daerah
pemrakarsa pada bagian atas di sebelah kanan dan
lambang daerah mitra pada bagian atas di sebelah kiri.

Dalam hal daerah yang bekerjasama lebih dari 2 (dua),
lambang daerah pemrakarsa dicantumkan pada bagian
atas di sebelah kanan naskah dan lambang daerah mitra
pada bagian atas di sekelah kiri disesuaikan dengan

ruang pada bagian atas naskah PKS.

Pasal 44
Naskah kesepakatan bersama KSDPK ditandatangani
oleh Kepala Daerah menggunakan lambang daerah dan
logo Pihak Ketiga.
Naskah Kontrak atau PKS KSDPK ditandatangani pejabat
vang diberikan kuasa oleh Kepala Daerah untuk
menandatangani menggunakan lambang daerah dan logo

Pihak Ketiga.

BAB V
KELEMBAGAAN KERJA SAMA DAERAH

Bagian kesatu

Umum

Pasal 45

Untuk melaksanakan KSDD dan KSDPK, Kepala Daerah

dapat menetapkan:

a.
b.

TKKSD; dan

Sekretariat Kerja Sama.
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Bagian Kedua

Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah

Pasal 46

Kepala Daerah menetapkan TKKSD dengan keputusan

Kepala Daerah.

TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :

a.

menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama
Daerah.

menyusun Pemetaan KSDD dan KSDPK;

memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK
dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah;

menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD, KSDPK
dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah;

menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka
acuan kerja KSDD, KSDPK dan Sinergi antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari
pemrakarsa;

menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS,
kontrak Kerja Samna, dokumen KSDD dan KSDPK
lainnya dan/atau Nota | K‘esepakatan Sinergl dan
Rencana Kerja,

membérikan rekomendasi képa_da Kepala Daerah
untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS,
kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK
serta Nota Kesepakatan Sinergi;

mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan
pelaksanaan kerjé sama  serta  penyelesaian
permasalahan, perselisihan, dén /atau sengketa yang
timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPX dgn Sinergi
antara Pemeriniah Pusat dan Pemerintah Daerah;
memiasilitasi prosés persetujuan  DPRD terhadap
1%:’16&11& KSDD, | KSDPK dan Sinergi antara
Pemerintah Pusat dan Pem'erintah Daerah vang

membebani masyarakat dan daerah; dan
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i menyusun laporan semester dan laporan tahunan

pelaksanaan KSDD, KSDPK serta Sinergi antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j
disampaikan kepada Kepala Daerah dan dilaporkan
secara  berjenjang  sesuai  ketentuan  peraturan

perundang-undangan.

Pasal 47

TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46

beranggotakan:

a. 1 (satu) orang Ketua, yang secara ex-officio dijabat
oleh Sekretaris Daerah;

b. 1 (satu) orang Wakil Ketua, ya:rig secara ex-officio
dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang
membidangi Kerja Sama Daerah;

c. 1 (satu) orang Sekretaris, yang secara ex-officio dijabat
oleh Kepala Biro/Bagian yang membidangi Kerja
Sama Daerah; dan

d. Anggota paling sedikit 6 (enam) orang atau sesuai
dengan kebutuhan.

Dalam hal diperlukan' tenaga teknis dan tenaga

profesidnal, TKKSD dapat melibatkan tenaga teknis dan

tenaga profesicnal.

Pasal 48
TKKSD dalam melaksanakan tugas dan fungsi
melakukan rapat pleno dan rapat teknis.
Rapat plenc sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan forum tertinggi TKKSD, yang dilaksanakan
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 {satu) tahun.
Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilaksanakan untuk:
a. menetapkan rencana kebijakan yang berkaitan
dengan perencanaan dan/atau pelakseanaan kerja
sama daers h; ' ,

b. menetapkan program kerja TKKSD; dan
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c. memberikan rekomeadasi kepada Kepala Daerah yang
berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, serta
peﬁyelesalan permasalahan dan/atau perselisihan
kerja sama daerah.

Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (3) dipimpin oleh Ketua TKKSD.

Dalam hal Ketua TKKSD sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) berhalangan, rapat pleno dipimpin oleh Wakil

Ketua TKKSD.

Pasal 49

Rapat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat

(1) merupakan forum TKKSD yang bersifat rutin untuk

membahas rencana kerja sama daerah, penyusunan dan

perancangan dokumen kerja ’s;ama daerah, dan
penyelesaian permasalahan teknis dalam pelaksanaan
kerja sama daerah.

Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilaksanakan setiap saat sesuai dengan kebutuhan.

Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan untuk:

a. inélaksénakan pémbahasan, x penyusunan  dan
peranicangan dokumen kerja sama daerah, meliputi
Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak kerja sama, dan
dokumen Kerja Sama Daerah lainnya;

b. menyusun program kerja TKKSD;

c. memberikan rekomendasi kepada rapat pleno melalui

: Sekreté.ris TKKSD, mengenai substansi yang akan

1
H

dibahas dalam rapart plenc; dan

d. memberikan rekomendasi kepada Ketua TKKSD
terkait naskah Kesepakatan Bersama, PKS, kentrak

kerja sama, dan dokumen  Kerja Sama Daerzah

lainnya vang akan ditandatangani oleh Kepala Daerah

dan/atau pejabat lainnya berdasarkan surat kuasa

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



(3)

Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) dipimpin oleh Sekretaris TKKSD dan dihadiri oleh
seluruh anggota.

Dalam halb Sekretaris TKKSD sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) berhalangan, rapat teknis dipimpin oleh

salah secrang anggota tetap

Bagian Ketiga

Sekretariat Kerja Sama

Pasal 50

Kepala Daerah dapat membentuk Sekretariat Kerja Sama

dalam penyelenggaraan KSDD.

Sekretariat Kerja'Sama sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dibentuk untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib

dengan ketentuan:

a. dilakukan secara terus-menerus;

b. memiliki kompleksitas tinggi, terdiri lebih dari 2 (dua)
daerah  dan/atau objek kerja sama yang
dikerjasamakan lebih dari 2 (dua) objek; dan

c. jangka waktu keria sama paling singkat 5 (lima)
tahun. ’

Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada

ayat (), bukan Perangkat Daerah dan bertugas

memlieasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan

KSDD.

Pembentukan Sekretariat Kerja Sama diamf dengan

Kesepakatan Bersame yang ditandatangani oleh Kepala

Daerah yang bekerjasama.

‘Pasal 51
Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 ayat (3} bértuga_s: |
a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan

“evaluas; atas pelaksanaar kerja sama;



b. memberikan masukan dan saran kepada Kepala
Daerah masing-masing mengenai langkah-langkah
yang ha__,rus dilakukan apabila ada permasalahan; dan

c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah
masing-masing.

Pendanaan pelaksanaan tugas Sekretariat Kerja Sama

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari

anggaran pendépatan dan belanja daerah masing-masing

daerah melalui mekanisme hibah.

BAB VI
DUKUNGAN PROGRAM PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 52
Dalam hal pelaksanaan kerja sama yang membutuhkan
dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah, dilaksanakan dalam bentuk Sinergi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan Sinergi sebagaimaha dimaksud pada ayat
(1) dilakukan melalui tahapan:

persiapan;

a
b. penawaran Sinergi;

penyusunan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja;

d. persetujuan DPRD; |

e. penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rericana
Kerja;

f. pelaksanaan,;

g. penatausahaan; dan

h. pelaporan.

Pasal 55
Persiapan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2)
huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang akan
melaksanakan Sinergi dengare menyiapkan kerangka
acuan kerja yang berkaitan dengan bidang yang di

sinergikan.
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Objek yang disinérgikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai prioritas.
Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), paling sedikit memuat:

a. latar belakang;

o

maksud dan tujuan,;

objek Sinergi

2o

lokasi Sinergi;

@

ruang lingkup;

=

pembiayaan;

g. jangka waktu; dan

h. manfaat.

Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan kepada TKKSD untuk dilakukan pengkajian.
Hasil pengkajian TKKSD sebagai dasar untuk menyusun

Nota Kesepakatan dan rencana kerja.

Pasal 54
Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat
(2) huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyiapkan
surat penawaran rencana Sinergi yang diprakarsai oleh
Daerah.
Surat peﬁawaré.n sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh Kepala Daerah dan disampaikan
kepada kementerian/lembaga calon mitra Sinergi,
dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
Kemernterian/lembaga calon mitra Sinergi yang menerima
surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
memberikan tanggapan atas pené.waran dalam waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat
penawaran diterima.
Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat
penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
ada tanggapan terhadap penawaran Sinergi yang
disambaik’:m, Kepala  Daeraly  pemrakarsa  Sinergi
menyampaikan permintaan tanggapan keduas kepada

gementerian/lembaga calon mitra Sinergi.



(4)

Pasal 55

Penyusunan Nota Kesepakatan dan rencana kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf ¢
dilaksanakan oleh TKKSD.

Rancangan Nota Kesepakatan dan rencana kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
pembahasan dengan pihak terkait.

Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada DPRD untuk mendapatkan

persetujuan.

Pasal 56

‘Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal

52 ayat (2) huruf d diberikan dalam hal rencana Sinergi
yang membebani masyarakat dan daerah dan/atau
peﬁdanaan Sinergi belum teranggarkan dalam APBD
tahun anggaran berjalan.

Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama
menyiapkan Surat permohonan Persetujuan DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Surat permohonan Persetujuan DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan Nota
Kesepakatan dan rencana kerja. '

Komisi DPRD vang Irrc:'in'bidsﬁngi Kerja Sama Daerah
menyam.paikan rencana Sinergi sebagaimana dimaksud
ﬁada ayat (1) kepada pimpinan DPRD untuk memperoleh
;persettgjuein dalam sidang paripurna.

Persetujuan DPRD dituangkan dalam surat pimpinan
DPRD. |

Da}am hal seteleh jangka waktu 45 (empat puluh lima)
hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap
permohonan sebagaimana diméksud pada ayat (3),
permohénaa dianggap telah mermpercleh persetujuan
DPRD

Hasil persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disarnpaikan kepada TKKSD.
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Pasal 57

TKKSD berdasarkan hasil persetujuan DPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (7)
melaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan dan
rencana kerja.

Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh Kepala Daerah dengan para pihak
yang diberi kuasa oleh kementerian, lembaga atau badan.
Nota Kesepakatan dan rencana kerjé yang telah
ditandatangani disampaikan kepada Menteri sebagai

laporan.

Pasal 58

Dalam hal terjadi perubahan yang menyebabkan atau

mengaxibatkan mengurangi dan/atau menambah/addendum

terhadap rencana Sinergi vang membebani masyarakat dan

APBD, pengurangan dan penambahan pernbebanan tersebut

harus dimintakan persetujuan DPRD.

Pasal 59
Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52
ayat (2} huruf g fasilitasi peny“asunan, pembahasan dan
penandatanganan Nota Kesepakatan, 'dilaksanakan oleh
TKKSD. | |
Sekretariat TKKSD menyimpan 1 | (satu) eksemplar

dokumen asli naskah KSDD.

Pasal 60

TKKSDY melaporkan  pelaksanaan Sinergi kepada
Bupati/ Wali Kota setiap 6 (enarﬁ) bulan sekali.
Bupati/Wali Kota melaporkan pelaksanaan Sinergi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur
Sebagaﬁ Wakil Pemerintah Pusat paling sedikit 1 (satu)
kali da.lam 1 (satu) tahun.

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melaporkan

pelaksanaan Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat



(2) kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun. _
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi

bahan evaluasi Sinergi.

BAB VII
KETENTUAN LAIN

Pasal 61
Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku juga bagi
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi
Papua Barat dalam rangka penyelenggaraan Kerja Sama
Daerah, sepanjang tidakk diatur secara khusus dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur

mengenai keistimewaan dan kekhususan daerah tersebut.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62
Pemerintah Daerah provinsi, kabupate‘n /kota yang telah
menyusun KSDD dalam tahapan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf d dan KSDPK dalam tahapan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d dan/atau
Sinergi dalam tanapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
52 ayat (2) harus menyesuaikan ketentuan Peraturan Menteri
ini paling lama 6 {enam) bulan terhitung sejak Peraturan

Menteri ini diundangkan.
g O

BAB IX |
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007

tentang Kerja Sama Pembangunan Perkotaan;
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b. Peraturan Menteri Dalam 'Negeri Nomor 19 Tahun 2009
tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Kerjasama
Daerah;

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009
tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009
tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja
Sama Antardaerah; dan

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Daerah, sepanjang menyangkut pengaturan tentang Surat
Perjanjian dan Nota Kesepakatan,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkarn.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN DAN
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA.

FORMAT KESEPAKATAN BERSAMA, STRUKTUR PERJANJIAN KERJA SAMA, DAN
NOTA KESEPAKATAN SINERGI

A.FORMAT KESEPAKATAN BERSAMA
1. Kesepakatan Bersama KSDD

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA
PEMERINTAH DAERAH .........
DAN
PEMERINTAH DAERAH ..............
TENTANG
NOMOR : ...............
Pada hari ini,........... , tanggal .................. bulan ................ Tahun
............................... (-.-..-....), kami yang bertandatangan di bawah ini :
L | ! ...., berkedudukan di.......... , Jalan................. , dalam
.... (nama tanpa gelar) hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Daerah....... ,selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
| | T : ..., berkedudukan di...... ,Jalan .................. dalam
.... (nama tanpa gelar) hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Daerah............ ,selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam
Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut
PIHAK.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :
L o nonnnnnssmsn vimimnssscinspin o Ribs Bl ) wynoons messnbenmns oksi s aibeled s nsnu swssairomenoneessslal dst
Bx cxnsrnunsssumonsanseesnonnidbinnt oMl Blole sas tiassesnsin sabanessnsings sl dbt dume smrxvranmanye dissstumnecsnsls dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan
kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan
Kesepakatan Bersama........., dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pasal .
dan seterusnya
Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di ......... pada
hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap...(.......... ) bermaterai cukup, masing-
masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU
Tandatangan dan Stempel Tandatangan dan Stempel

-----------------------------------------------------------------------------------------------

(nama tanpa gelar) (nama tanpa gelar)
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2. Kesepakatan Bersama KSDPK

Logo Pihak Ketiga Lambang Daerah
KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH ......ccociiviiiiiiiiiiiiiiie
DAN
TENTANG
NOMOR : ..............
Pada hari ini, ........... , tanggal .................. bulan ................ tahun
............................ (comeemend)y kam1 yang bertandatangan di bawah ini :
I o D e berkedudukan di .......... ,jalan..........
...... (nama tanpa gelar) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Daerah ......... , selanjutnya disebut
PIHAK KESATU.
) L e berkedudukan di ................... , berdasarkan
...... (nama tanpa gelar) Anggaran Dasar PT ........... yang dibuat di hadapan
Notaris......, yang telah disahkan oleh Menteri......,
berdasarkan Keputusan Nomor....., dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama PT .......... ,

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam
Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut
PIHAK.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berlkut

e dst
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing,
PARA PIHAK setuju dar. sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama
................... , dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

............................................................................................................................

Demikian Ke%epakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di ............... |
pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap .. (.......... ) bermaterai cukup,
masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU
Tandatangan dan Stempel Tandatangan dan Stempel

(nama tanpa gelar) (nama tanpa gelar)
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FORMAT PKS
1. PKS KSDD

Lambang Daerah Lambang Daerah
PKS
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH ..........
DAN
PEMERINTAH DAERAH ..............
TENTANG
NOMOR : ...............

Pada hari ini, ........... , tanggal .................. bulan ................ tahun
............................ (..-..-....), kami yang bertandatangan di bawah ini :
Lo . ...., berkedudukan di....... , Jalan.....,
........ (nama tanpa gelar) berdasarkan surat kuasa khusus

Gubernur/Bupati/WaliKota*..............c......... ,

Nomor............ tanggal ........ , dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah

Daerah ....ccocceeennnes , selanjutnya disebut

PIHAK KESATU.
1 Do , berkedudukan di ...... jalan ...,berdasakan
........ (nama tanpa gelar) Surat Kuasa Khusus Gubernur....... Nomor.....

Tanggal..... dalam hal ini bertindak untuk

dan atas mnama Pemerintah Daerah.......

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam PKS
ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan
kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan
PKS...., dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

' Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

......................................................................................................................

Pasal
dan seterusnya
Demikian PKS ini dibuat dan ditandatangani di ............... pada hari dan
tanggal tersebut di atas dalam rangkap ... (.......... ) bermaterai cukup, masing-
masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU
Cap dan Tandatangan Cap dan Tandatangan

(nama tanpa gelar) (nama tanpa gelar)
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KONTRAK/PKS KSDPK

Logo Pihak Ketiga Lambang Daerah
KONTRAK/PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH .........
DAN
PT. (i,
TENTANG
NOMOR : ...............
Pada hari ini, ........... , tanggal .................. bulan ................ tahun
............................. (..-..-....), kami yang bertandatangan di bawah ini :
R SN , berkedudukan di ..... Jalan ........ ,
....... (nama tanpa gelar) berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Gubernur/Bupati/WaliKota*...............
Nomor............... Tanggal ............ ,

dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Pemerintah Daerah
...................... , selanjutnya disebut
PIHAK KESATU.

1 S, , berkedudukan di

....... (nama tanpa gelar) ceennenee,Jalan... berdasarkan
Anggaran Dasar PT ........... yang
dibuat di hadapan Notaris .............
yang telah disahkan oleh Menter1
.......... berdasarkan Keputusan Nomor
............ , dalam hal ini Dbertindak
untuk dan atas nama PT ............. ,

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama
dalam Kontrak/PKS* ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri
disebut PIHAK.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

PP dst
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan
kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk
melaksanakan Kontrak/PKS* ............ , dengan ketentuan dan syarat-
syarat sebagai berikut :
Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

............................................................................................................

Demikian Kontrak/PKS* ini dibuat dan ditandatangani di ...... pada
hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap ... (.......... ) bermaterai
cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PITHAK KEDUA, PIHAK KESATU

Cap dan Tandatangan Cap dan Tandatangan

....................................................................................

(nama tanpa gelar) (nama tanpa gelar)
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C. Contoh Format Nota Kesepakatan Sinergi

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH
NON KEMENTERIAN/INSTANSI VERTIKAL ..........
DAN
PEMERINTAH DAERAH ..............
TENTANG

.......................................................................................

Pada hari ini, ........... , tanggal .................. bulan ................ tahun
............................. (---+.-....), kami yang bertandatangan di bawah ini :
P SR A I S Do ,berkedudukan di...., jalan ...... s
....... (nama tanpa gelar) dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Kementerian ................. ,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
KL se e cosunsnsnana snsnnguensnh eesends buzse s Do ,berkedudukan di....... ,Jalan ....,
....... (nama tanpa gelar) dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Pemerintah Daerah .......... ,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama
dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-

sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

L counmninsic s asssmanss s RAseEsEl shanns sosnnsnn amen smnssnsnt RNRK RRAS Lhkiien S s S ERmas bame s dst
Dy 5203 r3ann suumscsnnalls sagssaymytabanssssnns AEER SHERBan €5 s e aR S HREAES SHAEE B rnE e AR ey dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan
kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk
melaksanakan Nota Kesepakatan............ ,dengan ketentuan dan syarat-
syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan ini dibuat dan ditandatangani di ............... pada hari
dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap ... (.......... ) bermaterai
cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU,
Cap dan Tandatangan Cap dan Tandatangan

(nama tanpa gelar)

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN




